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HARDHIANSYAH (B111 09 308), “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan 
Malino” (Studi Kasus Putusan No: 65/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG) 
dibawah bimbingan  Pembimbing I Syamsuddin Muchtar (selaku 
pembimbing I) dan Hijrah Adhyanti M (selaku pembimbing II). 
  
Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui untuk 
mengetahui penerapan hukum materil dalam perkara tindak pidana 
Illegal Logging Studi Kasus Putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ 
PN.SUNGG serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
perkara tindak pidana Illegal Logging Studi Kasus Putusan Nomor : 
65/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam 
skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Dinas 
Kehutanan Kabupaten Gowa. Hasil penelitian diperoleh melalui 
penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua 
jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang 
diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa, selain itu wawancara langsung 
dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu 
penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji 
dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-
sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian 
dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan Pertama, Penerapan 
hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana Illegal Logging 
Studi Kasus Putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG yang 
dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah 
didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register 
perkara PDM-15/Sunggu/Ep.1/02/2012 yaitu memanen, atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang. Kesimpulan Kedua Pertimbangan hukum 
hakim dalam perkara tindak pidana Illegal Logging Studi Kasus 
Putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG bahwa para terdakwa 
tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan hak atau surat izin dari 
petugas yang berwenang dan dengan sengaja menebang pohon di 
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D. Latar Belakang Masalah 
Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam 
yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang 
bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan 
sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua 
insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan 
ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan.1 
Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak 
manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan 
produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan,  
naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk 
kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat 
hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga 
berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia 
memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan 
dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan 
yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. 
Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada 
                                                             
1 http://imankuncoro.wordpress.com/2008/08/31/diktat-pengantar-ilmu-kehutanan/ di akses 
pada hari rabu tanggal 13 Februari 2013 pukul 13.35 wita. 
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zaman dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai 
obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstrak kulit 
pohon  Willow  merupakan bahan dasar untuk  Aspirin. Buah 
pohon oak merupakan makanan pokok orang Indian di samping jagung. 
Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk 
mengawetkan jala. Masyarakat desa di sekitar hutan jati di Jawa 
memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara pada 
waktu ini tidak kurang 10000 produk yang dihasilkan dari kayu. 
Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur 
pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. 
Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu 
memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada 
suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk 
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin 
tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas 
permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas 
sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-
binatang  yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu 
dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan 
lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-
tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan 
vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya. 2 
                                                             




Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan 
menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah  
“Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.  
Undang-undang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 
1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta 
dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi 
generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi 
hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (natural capital) 
yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (real capital) bangsa 
Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan  
hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non 
migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong 
pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.  
Selain itu dalam Undang-undang Kehutanan bahwa fungsi pokok 
hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi 
yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan 
terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.3   
                                                             
3 Wikipedia Bahasa Indonesia. Pembalakan Liar.    
http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama di akses pada hari rabu tanggal 13 Februari 2013 




Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 420/Kpts-II/1991 
tentang Perubahan Fungsi Hutan Malino di Kecamatan Tinggi Moncong 
Kabupaten Gowa Provinsi Dati II Sulawesi Selatan seluas + 3.500 Hektare 
dari Hutan Produksi menjadi Taman Wisata Alam yang selanjutnya 
disebut sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kecamatan 
Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. 
Kasus Illegal Logging yang terjadi dikawasan Hutan Taman Wisata 
Alam Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa tidak terlepas 
dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas 
polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah 
tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus Illegal Logging 
kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengkibatkan kerusakan 
hutan secara permanen.       
Berdasarkan hal tersebut di atas, mendorong keingintahuan penulis 
untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak 
pidana di bidang kehutanan khususnya Illegal Logging (penebangan liar) 
yang terjadi di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kelurahan 
Malino Kecamatan tinggimoncong Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh 
oknum masyarakat sekitar untuk kepentingan ekonomi. 
Olehnya itu penelitian ini selanjutnya akan difokuskan pada judul 
“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illeggal Logging di 
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Kawasan Konservasi Hutan Malino (Studi Kasus Putusan Putusan 
Nomor : 65/ Pid. B/2012/ PN.S)  
B. Rumusan Masalah 
Untuk tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka 
Penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak 
pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan Malino dalam 
Putusan Nomor : 65/ Pid.B/2012/PN.SUNGG? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi hutan 
Malino dalam Putusan Nomor : 65/ Pid.B/2012/PN.SUNGG? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 
A. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam 
perkara tindak pidana illegal logging di kawasan konservasi 
hutan Malino dalam Putusan Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ 
PN.SUNGG.  
B. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging 
di kawasan konservasi hutan Malino dalam Putusan Nomor : 






2. Kegunaan Penelitian 
a. Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada 
pemerintah setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
pemberantasan Illegal Logging di kawasan hutan. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah 
kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan 
penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum 



















D. Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana 
Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu 
straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi 
baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sementara istilah pidana 
diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.4 
   Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang ada kalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, 
karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih 
tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang 
sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah 
melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).5  
Wujud-wujud penderitaan yang tepat dijatuhkan oleh negara itu telah 
ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara 
menjatuhkannya serta tempat dan cara menjalankannya. 
                                                             
4 Andi Hamzah. 2004. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal 27. 




Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, wujud dan batas-
batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan 
mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang 
bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari 
jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini berkaitan 
dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan negara 
dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan negara 
dalam rangka negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana.6 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan 
dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa 
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut 
terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara 
khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan 
terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. 
Mencantumkan Pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana 
(strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum 
dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk 
mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum 
pidana.7  
                                                             
6 Ibid. Hal. 25. 
7 Ibid. Hal. 25. 
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Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran 
tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:8  
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 
2. Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan; 
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan 
kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah 
tidak dapat diperbaiki lagi. 
 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. 
Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara 
pidana pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 69 KUHP, 
untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis 
didasarkan pada urut-urutannya dalam, rumusan Pasal 10 tersebut. 
1. Jenis-jenis Pidana Pokok. 
a. Pidana Mati 
Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak 
yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. 
Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi 
manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. 
Oleh karena itu sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat 
pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang 
pidana mati itu sendiri. 
                                                             
8 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua. Penerbit 
Sinar Grafika. Hal 11. 
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Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila 
telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk 
perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri 
terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu 
terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana 
mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan 
terpidana.9 
b. Pidana Penjara  
Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan 
bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam 
pelaksanaannya terpidana ditempatkan dalam suatu tempat (Lembaga 
Pemasyarakatan) dan terpidana tersebut tidak bebas untuk keluar 
masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan 
semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. 
  Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah 
dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara.  
Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut:  
1) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan 
pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya 
diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada 
tindak pidana yang diancam dengan penjara. Pidana kurungan 
banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, 
                                                             
9  Op.Cit. Adami Chazawi. 2010. Hal. 29. 
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pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. 
Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana 
pelanggaran. 
2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 
tahun) lebih tinggi daripada ancaman pidana umum pidana 
kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang 
memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak 
boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan  Pasal 18 ayat (2) KUHP, 
sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang 
dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya 
perbarengan Pasal 65 KUHP dan pengulangannya dapat 
dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, yang 
karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 
tahun. 
3) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan 
(berdasarkan Pasal 69 KUHP). 
4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan 
pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana 
denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut 
kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP). 
5) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-
12 
 
pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di 
tempat (Lembaga Pemasyarakatan) terpidana berdiam ketika 
putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah). Apabila 
terpidana tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia 
berada. ( Pasal 21 KUHP). 
6) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara 
lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada 
narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP). 
7) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekadar 
menerima nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut 
aturan yang ditetapkan (hak pistole, Pasal 23 KUHP).
10
    
c. Pidana Kurungan  
Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana 
penjara, yaitu sebagai berikut: 
1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. 
2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum 
umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum 
umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan 
tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan. 
Pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 
1 tahun 4 bulan. Minimum umur pidana penjara maupun 
pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum 
                                                             
10  ibid. Hal. 32-35. 
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khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu 
sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, 
bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana 
yang bersangkutan. 
3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan 
untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun 
narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana 
penjara. 
4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat 
menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, 
yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP). 
5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila 
terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim 
(setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, 
yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara 
melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. 
   Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana 
kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara 
sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika 
putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht van gewijsde 
zaak).11 
                                                             
11  ibid. Hal. 39. 
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d. Pidana Denda.   
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III 
KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri 
sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan 
maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering diancam sebagai 
alternatif dari kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan 
selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai 
alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri.  
Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika 
dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. 
Keistimewaan itu adalah sebagai berikut: 
1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup 
kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam 
hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa 
terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat 
melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang 
harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus 
bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang 
dilakukannya. 
2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana 
kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2). Dalam 
putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga 
pidana kurungan pengganti  denda sebagai alternatif 
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pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana 
wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal 
ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti 
denda ini minimal satu hari dan maksimal umum enam bulan 
3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang 
ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) 
KUHP dalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, 
maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan 
tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan 
jenis lain dari kelompok pidana pokok.12 
e. Pidana Tutupan.   
Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang 
Hukuman Tutupan, yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila 
perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu 
atau akibat dari perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa 
sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 
                                                             
12 ibid. Hal. 40-41 
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Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang 
perlu untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal 
dengan peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan.   
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat 
bahwa rumah tutupan ini berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 
Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-
fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, Misalnya dapat 
kita baca dalam Pasal 55 ayat (2) dan (5), Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 
37 ayat (2), serta Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang dipidana 
tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana di penjara. Uang 
rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok 
tersebut.13 
2. Jenis-jenis Pidana Tambahan. 
a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu 
Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang 
yang dapat mengakibatkan kematian perdata (burgelijk daad) tidak 
diperkenankan Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang 
(melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, 
                                                             
13 ibid. Hal. 42-43. 
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yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut 
tersebut adalah : 
 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 
2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/ TNI; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,pengampu atau 
pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencaharian. 
 
Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk 
selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila 
yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana 
mati.14 
b. Pidana Perampasan Barang Tertentu. 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan 
atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua 
barang.  Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua 
kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu: 
1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan 
dari pelanggaran) atau yang disebut dengan corpora delictie,  
                                                             
14  Ibid. Hal. 44-45. 
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misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek 
palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan 
2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang 
disebut instrumentalia delictie, misalnya pisau yang digunakan 
dalam kejahatan pembunuhan atau penganiyaan, anak kunci palsu 
yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.15  
c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya 
terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405. 
  Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 
317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi 
pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti 
yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini 
merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan 
seseorang dan pengadilan pidana. 
 Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas 
menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut 
dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada 
papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang 
pembiayaannya dibebankan pada terpidana. 
                                                             
15  Ibid. Hal. 49-50.. 
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 Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah 
sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar 
tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud 
yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar 
berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang 
dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari 
kejahatan (tindak pidana).16  
2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 
Wetboek van Straafrecht Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana selanjutnya disingkat KUUHP seperti istilah yang selalu digunakan 
Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya).17  
Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang 
didefinisikan sebagai:18   
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan 
barang siapa melanggar tersebut.” 
 
  Defenisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan 
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. Selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa 
                                                             
16 Ibid. Hal. 53-55. 
17  ibid. Hal. 67. 
18   Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal 54. 
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pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan 
mengandung handeling (perbuatan) dan natalen (pengabaian), tidak 
berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, 
merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian Perbuatan dan Keadaaan 
yang ikut serta yang disebut gedragstype itulah disebut uraian delik.19 
b. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno pada hakikkatnya tiap-tiap tindak pidana harus 
terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan 
karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir.20 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran) 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan 
itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah In concref, orang 
yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan 
hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.   
Unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil dan materi yaitu 21: 
                                                             
19  Andi Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 226. 
20 Op.cit. Moeljatno 1993. Hal 58. 
21 Ibid. Hal. 58. 
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Unsur formal meliputi : 
1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 
2. Melanggar peraturan pidana. dalam arti bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang 
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat 
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu 
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan 
dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut 
berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar 
sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti 
sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki 
oleh undang-undang. 
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak 
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 




Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, 
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan 
yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi 
rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, 
maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur 
tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, 
yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 
terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, 
misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 
351 KUHP), dan lain-lain. 
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana 
Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya 
itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan 
(Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan 
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(Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut 
harus dilakukan di muka umum. 
1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam 
delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena 
timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, 
contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 
KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman 
pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun. 
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya 
dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan 
berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana 
jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). 
Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : 
1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 
pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 
kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan 
atau poging (Pasal 53 KUHP) 
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4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan 
(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain 
5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana 
hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 
KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh 
anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).22 
E. Hutan 
1. Pengertian Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 
(Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan 
dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti 
pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti 
suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
binatang buas dan burung-burung hutan.23  
 Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah :  
Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, 
sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi 
menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan-
tumbuhan/ pepohonan baru asalkann tumbuh pada tempat yang cukup 





                                                             
22 http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ di akses pada hari kamis 
21 februari 2013 pukul 14.45 wita. 
23  Salim, H. S. 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.38.  
24 Ngandung I B. 1975. Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia. Pusat 
Latihan Kehutanan : Ujung Pandang. Hal 3.  
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Ada 4 unsur yang terkandung dari defenisi hutan diatas, yaitu : 
a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal seperempat 
hektare). 
b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, 
c. Unsur lingkungan, dan  
d. Unsur penetapan pemerintah. 
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang 
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini 
menganut konsepsi hukum secara vertikal karena antara lapangan 
(tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan suatu 
kesatuan yang utuh.25 
Di dalam Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa perlindungan kawasan hutan 
merupakan usaha untuk : 
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan 
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan, 
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi 
serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.  
 
  Di dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan, bahwa: 
“tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar 
fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai.”  
                                                             
25 Op.cit. Salim H.S. Hal 41. 
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Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 
137 tahun, yaitu sejak di undangkannya Reglemen Hutan 1865. Istilah 
hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum Bozwezen Recht 
(Belanda) atau Forrest Law (Inggris) Black menatakan bahwa : 
Yang disebut  Forrest Law (Hukum Kehutanan) adalah : 26  
“The system of body of old law relating to the royal forrest”.  Artinya 
suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur 
hutan-hutan kerajaan. 
Idris Sarong Al Mar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum 
kehutanan adalah : 27 
 “serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan peraturan-
peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal dan 
kehutanan”. 
 Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat 
oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga 
hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak 
tertulis. Timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. 
Jadi hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah : 
a). Hak membuka tanah di hutan; 
b). Hak untuk menebang kayu; 
c). Hak untuk memungut hasil hutan; 
                                                             
26 Op.cit. Salim H.S. Hal 45. 
27 Idris Saring Al Mar. 1993. Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) 
Bagian I. Bahan  Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan 1992/1993. Hal 8. 
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d). Hak untuk menggembalakan  ternak, dan sebagainya. 
Di berbagai daerah, hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahului, hak-
hak adat itu dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak itu diatur 
sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
bangsa dan negara. Apabila negara menghedaki penguasaannya, hak-
hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang 
lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan 
merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan 
rakyat.28 
2.   Jenis-jenis Hutan  
Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli 
kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam 
hutan.  Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses 
berpfkir.  
Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, yaitu: 
1. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu : 
a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah. 
b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani 
hak atas tanah. 
                                                             
28 Op.cit. Salim H.S. Hal 8. 
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c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat. 
2. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:  
a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, 
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 
b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil hutan.29     
d.  
3. Tindak Pidana Kehutanan 
Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 
dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dasar adanya 
perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan. 
Pasal 50 
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan   
hutan.  
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu 
                                                             
29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 hal. 3. 
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dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan.  
(3) Setiap orang dilarang:  
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan 
hutan secara tidak sah;  
b. merambah kawasan hutan;  
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius 
atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk 
atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan 
sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi 
sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 
(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga 
puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi 
pantai.  
d. membakar hutan;  
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam 
hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;  
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah;  
g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau 
eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin 
Menteri; 
 h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan;  
i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 
secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 
j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;  
k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang;  
l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan 
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan  
m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan 
satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.  
(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut 
tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan 





(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  
(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah).  
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
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(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat 
(11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. 
(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan 
hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 
dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing 
ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.  
(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau 
alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal ini dirampas untuk Negara. 
 
      Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum 
untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut 
1.  Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha 
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun 
karena kealpaannya 
3.  Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni : 
a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan 
b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak 
hutan. 
c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang 
ditentukan    Undang undang. 
d. Menebang pohon tanpa izin. 
e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau 
patut diduga sebagai hasil hutan illegal. 
f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 





 Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan 
Pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti 
rugi dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 80 ; 
    Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk 
kategori berat, sebab terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa: 
1). Pidana penjara  
2). Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan 
dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. 
Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya” ini, mengatur dua macam perbuatan 
pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada 
tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 
Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam:30 
Pasal 40 ayat (1)  
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 
33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).  
 
Pasal 40 ayat (2) 
(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  
 
Sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam  
                                                             
30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50. Tahun 1990 tentang Konservasi  
Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 19, 20, 33 dan 40 Hal. 10. 
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Pasal 40 ayat (3) 
(3)  Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 
33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).  
 
Pasal 40 ayat (4) 
(4)   Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).  
 
sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam  
Pasal 19 
(1)   Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.  
(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk 
kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka 
margasatwa.  
(3)  Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi 
dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan 





(1)   Setiap orang dilarang untuk :   
a.  mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang 
dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;  
b.     mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya 
dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke 




(2)   Setiap orang dilarang untuk :  
a.   menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 
memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 
dilindungi dalam keadaan hidup;  
b.   menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;  
c.  mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di 
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;  
d.   memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau 
bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 
dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari 
suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar 
Indonesia;  
e.   mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 
menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang 
dillindungi.   
 
Pasal 33  
(1)    Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman 
nasional.  
(2)    Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, 
menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta 
menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.  
(3)    Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai 
dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman 




      Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang 
tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalnya hanya secara 
khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan 
tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap 
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kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya 
dapat berfungsi jika unsur-usur tersebut terpenuhi. 
       Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang 
diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan 
hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya 
yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten). 
Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek 
atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya 
untuk golongan militer. Kedua hukum pidana yang perbuatannya yang 
khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus 
dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik 
fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang 
dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk 
delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. 
4. Ketentuan Hukum mengenai Illegal Logging 
Pengertian illegal logging dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas, 
begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun 
secara terminologi dalam Kamus Kehutanan 31 definisi illegal logging 
dijelaskan secara terpisah. Illegal artinya suatu tindakan yang dilakukan 
subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau 
bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, Logging 
                                                             
31 Alam setia Zein. 2003. Kamus Kahutanan. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 75 dan 102. 
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adalah kegiatan pembalakan  pohon dalam rangka pemungutan hasil 
hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal logging) dan 
Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional 
Tanjung Putting, istilah Illegal logging disinonimkan dengan penebangan 
kayu ilegal.  
     Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa Illegal logging secara harfiah 
yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang 
bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.32  
     Defenisi lain dari Illegal logging  adalah operasi/kegiatan kehutanan 
yang belum mendapat izin dan merusak. Forrest Watch Indonesia (FWI), 
membagi penebangan liar (illegal logging) menjadi dua, yaitu: Pertama, 
yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan 
dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-
pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal 
menebang pohon.33 
    Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari 
kegiatan illegal logging yaitu:34 
1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau 
belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa; 
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging 
yang sesuai peraturan; 
                                                             
32 Supriadi. 2010.Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta. Sinar grafika. Hal. 
298. 
33 Ibid. Hal 299. 
34 Risa Suarga. 2005. Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme 
Global. Tangerang, Wana Aksara. Hal 7. 
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3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan 
konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan; 
4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada 
batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda 
pengenal perusahaan; 
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu; 
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan; 
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen 
maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan. 
 
Namun esensi dari illegal logging adalah perusakan hutan yang akan 
berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun 
sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan 
secara komperhensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak 
hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.35 
Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan 
dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa:36  
“Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang 
menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya 
yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan.  
 
     Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya 
dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat 
dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu : 
1.  Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP). 
                                                             
35 IGM. Nurdjana dkk. 2005. Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia. 
Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 15.  
36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Pasal 1 Hal. 2. 
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   Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam 
kejahatan illegal logging berangkat dari pemikiran tentang konsep 
perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsi 
pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin 
kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada hakekatnya merupakan 
kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki 
izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari 
ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan 
diluar areal konsesi yang dimiliki. 
2. Pencurian (Pasal 362 KUHP) 
   Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari 
kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu 
tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mangatur 
tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, 
sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti 
kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal 
hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum. 
5.  Penyelundupan 
   Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara 
khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP 
yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum 
mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan 
sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki 
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persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. 
Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu 
(peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal 
logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. 
     Namun demikian, Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 
1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut 
hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan 
sebagaisuatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan 
tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah 
pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak 
menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang 
penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan 
tentang ketentuan pidana kehutanan. 
4. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP) 
    Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan 
Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya 
atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti 
aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, 
suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai 
sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana 
terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara 
paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. 
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    Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu 
modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalan melakukan 
kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan 
keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara 
tegas dalam Undang-undang kehutanan. 
5.    Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP) 
     Kejahatan illegal logging antara lain : seperti over cutting yaitu 
penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi 
target kota yang ada (over capasity), dan melakukan penebangan sistem 
terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, 
mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari 
jumlah yang sebenarnya. 
6.     Penadahan (Pasal 480 KUHP)  
    Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan 
lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan 
jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 
KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo1, bahwa perbuatan itu 
dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui 
atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar 
atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil 
kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). 
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    Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal 
baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu 
hasil illegal logging yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual 
maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf 
f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut 
: 
-  Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tampaknya tidak terlepas dari tujuan 
dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan 
berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-
undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang 
menimbulkan kerusakan hutan. 
-   Perumusan Tindak Pidana Illegal logging dalam Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 
selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada 
pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa 
“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) 
dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum 
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atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap 
pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan 
pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 
1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat 
menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan 
usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana illegal logging dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
-   Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau 
badan usaha, maka menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 78 ayat (14) pertanggung 
jawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap 
pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan 
pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 
1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. 
Masalah kualifikasi Tindak Pidana, 
-   Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi 
tindak     pidana yakni dengan ”kejahatan” dan ”pelanggaran” 
-   Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), 
ayat (10) dan ayat (11) 
-   Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) dan ayat (12) 
Masalah Perumusan sanksi Pidana, 
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-   UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang 
dapat dikenakan kepada pelaku yaitu : 
1.   Sanksi pidana 
Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana 
penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan 
hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. 
·         Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum 
atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman 
pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 
(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada 
penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi 
sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada 
negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain 
yang diperlukan. 
2.   Sanksi Administratif 
·         Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha 
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang 
melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78 
         Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, 
pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. 
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Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, 
dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat 
menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif. 
     Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku 
yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar 
serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan 
atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal 
ini menimbulkan kekawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah 
karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan 
pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam 
KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 
(enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila 
ada pemberatan (recidive/concursus). 
     Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang 
besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya 
terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) 
bulan. 
    Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang 
dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum 
atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan 
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adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak 
dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya 
Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun 
sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk 
perorangan dan untuk korporasi. 
       Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak 
mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia 
pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi. 
F. HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN OLEH HAKIM 
Peranan  hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan 
sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan 
kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam 
memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh 
seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya 
oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan 
memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan menenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 
(1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: 
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang 
yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. 
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 Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 
bahwa :37  
 Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai 
atau mengenal aspek teoritik  dan praktik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian 
secara limitative menerapkan pendiriannya. 
 
Dalam menjatuhkan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal 
berikut:38  
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b.  Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana. 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan. 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban dan; 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana. 
     
    Menjadi hakim merupakan pekerjaan yang cukup berat karena 
menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan ataukah 
hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka 
akan berakibat fatal. Oleh karena itu dari itu seorang hakim adalah 
seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah dari rakyat. 
                                                             
37 Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti. Hal 193-194. 






E. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penulis bertempat di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dan Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa . Lokasi 
penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut 
merupakan tempat diputusnya perkara Nomor : 65/ Pid.B/ 2012/ 
PN.SUNGG yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh 
penulis. Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa juga penulis pilih sebagai 
lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi terjadinya perkara 
berada di kawasan area hutan milik Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa 
sehingga penulis merasa perlu untuk mengumpulkan data yang diperlukan 
terkait dengan kasus tersebut di atas. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Illegal 
logging dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di 
Kawasan Hutan tanpa izin.     
F. Jenis dan Sumber Data  
jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan 






1. Data Primer 
Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan para pakar, narasumber, atau pun pihak-pihak 
terkait dengan penulisan skripsi ini  . 
2. Data Sekunder 
Data yang tersedia pada tempat penelitian, seperti data 
arsip, data instansi serta data yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian penulis. 
Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui 
hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa 
yang memutus perkara tersebut,serta Panitera yang bersangkutan. 
G. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan, yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan 
membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk 
memperoleh data sekunder.  
2. Wawancara (interview) 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, 
maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan 
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pertanyaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sngguminasa atau 
panitera yang bersangkutan. 
H. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut 
dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas 



















BAB  IV 
 PEMBAHASAN  
 
      Penelitian yang dilakukan penulis yaitu berada di wilayah Kabupaten 
Gowa. Oleh karena itu penulis mendeskripsikan secara singkat tentang 
Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut :  
      Kabupaten Gowa berada pada 12° 38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5 °33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah 
administrasinya antara 12 °33.19' hingga 13 °15.17' Bujur Timur dan 5 °5' 
hingga 5 °34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. 
      Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama 
dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah 
Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah 
Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. 
Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-
bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan 
Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 
Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa 
dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan 
yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, 
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Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 
Selatan.39 
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa, luas 
kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Gowa adalah 63.099 
hektar yang didominasi oleh hutan konservasi. Menurut keterangan Ir. 
Ramli Abbas, M.P yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan, 
Penertiban, dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa, 
hutan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, salah satu 
manfaat yang dirasakan masyarakat adalah investasi yang dilakukan PT. 
ADIMITRA PINUS UTAMA dalam pemanfaatan getah Pinus yang 
melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi yang tersebar di 
Kecamatan Tombolopao, Bontolempangang, Bungayya, Tinggi Moncong, 
Parigi, Tompobulu dan Biringbulu. Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa 
juga menganggarkan dana untuk kegiatan di hutan seperti rehabilitasi, 
kebun bibit rakyat (KBR) dan pengkayaan ekosistem hutan. Sejak tahun 
2008-2012 terdapat 7 Kasus Illegal Logging dan 7 Kasus kebakaran 
hutan. 1 Kasus di proses hukum di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2 
Kasus dalam proses penyidikan pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa, 5 
Kasus dalam proses penyidikan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Gowa 
                                                             
39 Kabupaten gowa 





(POLRES Gowa) dan 2 Kasus dalam proses penyidikan pihak Kepolisian 
Sektor Kecamatan Tinggi Moncong (POLSEK Tinggi Moncong).   
A. Posisi Kasus 
Kasus tindak pidana Illegal Logging yang terjadi di Kawasan Hutan 
Taman Wisata Alam Malino Kelurahan Malino Kecamatan tinggimoncong 
Kabupaten Gowa posisi kasus sebagai berikut : 
Awal kejadian bermula pada hari rabu tanggal 16 Nopember 2011 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat 
di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kelurahan Malino 
Kecamatan tinggimoncong Kabupaten Gowa, Terdakwa I Haris Bago Dg. 
Sanneng Bin Dg. Bago yang berumur 38 Tahun warga Kelurahan 
Patappang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten gowa yang berprofesi 
sebagai wiraswasta baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
dengan terdakwa II Anggo Bin Jiwa yang berumur 40 tahun warga 
Kampung Ta’lasa, Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong 
melakukan kegiatan mengolah kayu di dalam kawasan hutan Konservasi 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 420/Kpts-II/1991 
tanggal 19 Juli tentang perubahan Fungsi Hutan Malino di Kecamatan 
Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Propinsi Dati I Sulawesi Selatan seluas 
+ 3.500 Ha dari hutan Produksi menjadi Taman Wisata Alam. Pada titik 




Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan perbuatan 
menebang pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw 
merek New West dan 1 (satu) buah parang, dan 1 (satu) buah tas kecil 
berisi kunci-kunci, para terdakwa tertangkap tangan oleh petugas patroli 
rutin di kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino yakni Muh. Syukur, 
S.H, Abbas, dan Sahlang. Dengan barang bukti berupa 2 (dua) batang 
kayu jenis Pinus yang telah diolah menjadi balok 8 cm x 12 cm x 400 cm 
dan ukuran 4 cm x 12 cm x 400 cm.  
B. Dakwaan Penuntut Umum 
Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang isinya 
sebagai berikut: 
Kesatu : 
Bahwa Ia Terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago baik 
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II 
Anggo Bin Jiwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 
bertempat di Kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino Kelurahan 
Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, pada titik 
koordinat S.05°14’ 59,2”, E.119°51’49,5” dan S,05°14’ 59,3” 
E.119°51’50,1” (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: 420/Kpts-II/1991tanggal 19 Juli tentang perubahan Fungsi 
Hutan Malino di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa 
Propinsi Dati I Sulawesi Selatan seluas + 3.500 Ha dari hutan 
Produksi menjadi Taman Wisata Alam) atau setidak-tidaknya di 
tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, dengan sengaja melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menebang 
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan 
tanpa izin dari pejabat berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan tindakan sebagai berikut. Perbuatan terdakwa 
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal  78 
ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI Nomor 41 Tahun 1999 






Bahwa Ia Terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago baik 
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II 
Anggo Bin Jiwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 
bertempat di Kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino Kelurahan 
Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, pada titik 
koordinat S.05°14’ 59,2”, E.119°51’49,5” dan S,05°14’ 59,3” 
E.119°51’50,1” (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: 420/Kpts-II/1991tanggal 19 Juli tentang perubahan Fungsi 
Hutan Malino di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa 
Propinsi Dati I Sulawesi Selatan seluas + 3.500 Ha dari hutan 
Produksi menjadi Taman Wisata Alam) atau setidak-tidaknya di 
tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, dengan sengaja melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan fungsi sona pemanfaatan dan zona lain dari 
taman hutan raya, dan taman wisata alam, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan tindakan sebagai berikut. Perbuatan 
terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan 
Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  
    
C. Pembuktian  
Adapun alat bukti yang diajukan untuk penuntut umum dalam persidangan 
kasus ini, sebagai berikut: 
 Keterangan saksi-saksi. 
1. Saksi Muh. Syukur, S.H (disumpah),  
Saksi Muh. Syukur, S.H adalah seorang polisi Kehutanan anggota 
SPORC yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan Taman 
Wisata Alam Malino yang mendapati para terdakwa sedang 
melakukan kegiatan menebang pohon di dalam kawasan hutan.  
2. Saksi Abbas (disumpah), 
Saksi Abbas adalah seorang polisi Kehutanan anggota SPORC 
yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan Taman Wisata Alam 
Malino yang mendapati para terdakwa sedang melakukan kegiatan 
menebang pohon di dalam kawasan hutan. 
3. Saksi Sahlang (disumpah), 
Saksi Sahlang adalah seorang polisi Kehutanan anggota SPORC 
yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan Taman Wisata Alam 
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Malino yang mendapati para terdakwa sedang melakukan kegiatan 
menebang pohon di dalam kawasan hutan. 
4. Saksi Suardi (disumpah), 
Saksi suardi adalah seorang anggota TNI aktif yang menurut 
keterangan terdakwa, saksi Suardi yang memerintahkan dan 
memberikan informasi untuk melakukan kegiatan menebang pohon 
di kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino kepada para 
terdakwa. 
5. Saksi Ruben Hernanto (disumpah), 
Saksi Ruben Hertanto adalah saksi ahli yang pekerjaannya adalah 
pengukur dan pemeta Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar. 
6. Keterangan Terdakwa. 
 
 Bukti Surat. 
Bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP yang dimaksud dengan 
surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah 
antara lain pada huruf a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi 
yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau dibuat 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 
 
Bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat sebagai berikut : 
 
a.  Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 420/Kpts-II/1991 tanggal 
19 Juli tentang perubahan Fungsi Hutan Malino di Kecamatan 
Tinggi Moncong Kabupaten Gowa Propinsi Dati I Sulawesi 
Selatan seluas + 3.500 Ha dari hutan Produksi menjadi Taman 
Wisata Alam (terlampir dalam Berkas Perkara (PPNS) Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil). 
b. Peta hasil pengecekan lapangan Kegiatan di dalam kawasan 
hutan oleh para terdakwa yang dikeluarkan oleh Kantor 
Kementrian Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan 




Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk 
adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena 
persesuaiannya, antara yang satu dengan yang lain maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 
pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya 
dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 
56 
 
Berdasakan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan 
persidangan saksi dibawah sumpah saksi Saksi Muh. Syukur, S.H, 
Saksi Abbas, Saksi Sahlang, Saksi Suardi, Saksi Ahli Ruben Hernanto 
yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian 
dibenarkan pula oleh terdakwa dalam tanggapannya, serta adanya 
barang bukti berupa 2 batang kayu Pinus yang diolah menjadi balok 8 
cm x 12 cm x 400 cm dan ukuran 4 cm x 12 cm x 400 cm. Diperoleh 
petunjuk bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 
bertempat di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Malino Kelurahan 
Tinggi Moncong Kabupaten Gowa telah terjadi tindak pidana dengan 
sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
di dalam hutan tanpa izin dari pejabat berwenang berupa kayu jenis 
Pinus dan terdakwa adalah pelakunya. 
 
 Barang buktinya berupa: 
 
- 1 (satu) unit chain saw merek New West F 1003490907 warna 
merah. 
- 1 (satu) buah parang. 
- 3 (tiga) buah jerigen. 
- 2 (dua) buah kayu olahan pinus dengan ukuran 
o 8 x 12 x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang. 
o 4 x 12 x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang. 
-  1 (satu) buah tas yang berisi kunci-kunci. 
 
C. Tuntutan Penuntut Umum. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, 
dakwaan pertama terbukti, sehingga dakwaan kedua tidak perlu 
dibuktikan. Maka Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sebagai 
berikut : 
- Menyatakan terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago dan 
terdakwa II Anggo Bin Jiwa terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 
kesatu : Pasal  78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP. 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-
masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan 
denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) 
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bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara. 
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chain saw 
merek New West F1003490907 warna merah, dan 1 (satu) buah 
tas yang berisi kunci-kunci dirampas untuk negara, 1 (satu) buah 
parang, 3 (tiga) buah jerigen, 2 (dua) batang kayu olahan jenis 
pinus dirampas untuk dimusnahkan.  
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah). 
 
D. Pertimbangan Hakim   
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan 
nomor: 65/pid.B/2012/PN.S, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai 
berikut: 
 Majelis Hakim menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang 
telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang 
tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya; 
 Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 78 ayat (5) jo 
Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
- Unsur setiap orang; 
- Unsur dengan sengaja memanen dan memungut hasil hutan 
di dalam hutan; 
- Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang; 
- Unsur orang yang melakukan, atau yang turut melakukan 
perbuatan; 
 Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis tafsirkan sebagai 
subjek hukum yang sehat dan jasmani dan rohani yang diajukan ke 
persidangan yang dapat mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya; 
 Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh 
Penuntut Umum terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago 
dan terdakwa II Anggo Bin Jiwa yang identitasnya sebagaimana 
terrdapat dalam dakwaan dibenarkan oleh terdakwa, para saksi, 
serta Penuntut Umum dimana terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan 
segala perbuatannya didepan hukum, bahwa atas segala fakta 




 Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan. 
 Menimbang, bahwa hasil hutan dalam penjelasan Undang-undang 
RI Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa hasil 
hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, 
serta jasa yang berasal dari hasil hutan; 
 Menimbang, bahwa kayu milik terdakwa tersebut adalah adalah 
berasal dari hutan berdasarkan keterangan saksi ahli Ruben 
Hernanto bahwa kayu-kayu milik terdakwa adalah kayu jenis Pinus 
yang berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam Malino 
Kelurahan  Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa; 
 Menimbang, bahwa kayu Pinus yang diolah terdakwa I Haris Bago 
Dg. Sanneng Bin Dg. Bago bersama terdakwa II Anggo Bin Jiwa 
adalah kayu yang telah tumbang atas pemberitahuan Lk. Suardi. 
 Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa I bersama 
terdakwa II mengakui telah mengolah kayu yang telah tumbang 
sebanyak 2 (dua) pohon yang dijadikan balok sebanyak kurang 
lebih 10 (sepuluh) batang dan papan setengah kubik semua kayu 
tersebut telah diangkut oleh Lk. Suardi menggunakan mobil Dinas 
Secata; 
 Menimbang bahwa fakta dalam persidangan mengungkapkan 
terdakwa I bersama terdakwa II tidak memiliki atau mempunyai izin 
dari pihak berwenang untuk mengolah kayu di hutan Taman Wisata 
Alam Malino; 
 Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut 
kegiatan mengolah kayu oleh terdakwa, maka terhadap hal 
tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa 
dikategorikan sebagai perbuatan menguasai hasil hutan; 
 Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum 
yang menyatakan dalam tuntutannya bahwa unsur bersifat 
alternatif yang berarti unsur terpenuhi apabila terpenuhi unsur 
dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam 
hutan; 
 Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis 
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur 
dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di dalam 
hutan; 
 Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila terdakwa dalam 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tidak 
dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk 
mengolah kayu di hutan Taman Wisata Alam Malino; 
 Menimbang, bahwa oleh karena itu, terdakwa tidak dilengkapi 
dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah kayu 
di hutan Taman Wisata Alam Malino; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbutan 
terdakwa telah pula memenuhi unsur orang yang melakukan, atau 
yang turut melakukan perbuatan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah pula 
memenuhi unsur orang yang melakukan, atau yang turut 
melakukan perbuatan; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim   telah 
memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum  sehingga 
Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melanggar tindak pidana yag didakwakan kepadanya, 
yaitu melanggar Pasal  78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU 
RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP; 
 Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan dan diakui oleh para terdakwa dimana para terdakwa 
telah  menebang pohon pinus dan mengolah kayu pinus menjadi 
balok kayu di Kelurahan Malino, di lokasi titik koordinat S.05°14’ 
59,2”, E.119°51’49,5” dan S,05°14’ 59,3” E.119°51’50,1” 
Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa., Bukti Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 420/Kpts-II/1991tanggal 19 
Juli tentang perubahan Fungsi Hutan Malino di Kecamatan Tinggi 
Moncong Kabupaten Gowa Propinsi Dati I Sulawesi Selatan seluas 
+ 3.500 Ha dari hutan Produksi menjadi Taman Wisata Alam. Serta 
Peta Hasil Pengecekan Lapangan Kegiatan di dalam Kawasan 
Hutan oleh para terdakwa yang telah di keluarkan oleh Kantor 
Kementrian Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 
Wilayah VII Makassar; 
 Menimbang, Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam 
memanen hasil hutan dalam kawasan Hutan Taman wisata Alam 
dan alasan para terdakwa yang menyatakan dalam persidangan 
bahwa mereka disuruh oleh SUARDI untuk mengolah kayu pinus 
yang telah tertebang namun dalam pemeriksaan saksi SUARDI 
dalam persidangan menyatakan bahwa ia tidak menyuruh para 
terdakwa untuk mengolah kayu pinus didalam hutan tersebut 
namun dalam bukti surat dalam lampiran pledoi penasehat hukum 
para terdakwa diakui oleh saksi SUARDI bahwa surat tersebut 
adalah tulisan tangannya dan menurut Majelis Hakim hal ini telah 
termasuk kewenangan Militer untuk melakukan penyidikan karena 
saksi SUARDI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); 
 Menimbang, bahwa dengan demikian pledoi yang diajukan oleh 
penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan menurut 
Majelis Hakim harus ditolak seluruhnya; 
 Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak 
ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang 
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dapat menghapus pidana bagi para terdakwa maka kepada 
terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; 
 Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa 
telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk melepaskan 
atau menangguhkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis 
Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar 
biaya perkara ini; 
 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi 
terdakwa. 
1. Hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak hutan dan 
ekosistem alam yang ada. 
2. Hal-hal yang meringankan : 
- Para terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan 
bersikap sopan dalam persidangan. 
- Para terdakwa belum pernah dihukum. 
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang 
mempunyai tanggung jawab yakni istri dan anak; 
 
 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut 
telah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
 Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan 
akan ditetapkan dan dirampas oleh negara; 
 Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana dan 
terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan 
dari biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini; 
 Menimbang, bahwa pemidanaan ini ditujukan  agar terdakwa dapat 
menyadari segala segala perbuatannya dan diharapkan agar 










E. Amar Putusan. 
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago dan 
terdakwa II Anggo Bin Jiwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama 
Melakukan Tindak Pidana Kehutanan”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-
masing pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda 
tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) unit mesin chain saw merek New West F 1003490907 
warna merah (dirampas untuk negara). 
b. 1 (satu) buah tas berisi kunci-kunci (dirampas untuk negara).    
c. 1 (satu) buah parang, 3 (tiga) buah jerigen (dirampas untuk 
dimusnahkan) 
d. 2 (dua) buah batang kayu olahan jenis pinus dengan ukuran : 
- 8 x 12 x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang. 
- 4 x 12 x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang. (dirampas untuk 
dimusnahkan). 
6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
 
F. Analisis Penulis. 
      Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat formil dan 
materil surat dakwaan dan putusan, karena di dalam KUHAP telah diatur 
secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 
ayat (2) KUHAP, yang menjadi syarat formil dari surat dakwaan yaitu 
berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan 
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syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu 
dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak 
memenuhi ketentuan  tersebut maka akan batal demi hukum. Jika dilihat 
dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-15/ Sunggu/ 
Ep.1/ 02/ 2012, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut 
sudah memenuhi ketentuan  yang diatur dalam KUHAP. 
     Sedangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan 
bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjalani dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 
unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya 
dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang 
bukti;   
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan; 
l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim 




     Surat putusan pemidanaan dengan nomor : 65/ PID.B/ 2012/ 
PN.SUNGG secara ketentuan telah memenuhi syarat tersebut. 
     Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah 
yang ada pada bab sebelumnya, yakni mengenai penerapan hukum 
materil kasus tersebut dan pertimbangan hakim sesuai putusan dalam 
studi kasus ini. 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara Tindak Pidana    
Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan Malino. 
 Telah dijelaskan dari awal bahwa pengertian illegal logging sampai 
sekarang belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga praktisi 
hukum menafsirkan sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut. Namun 
tindak pidana dalam bidang kehutanan ini diatur dalam Pasal 50 dan 
ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
 Bahwa pasal yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah 
Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI Tahun 1999 tentang 
Kehutanan sebagai berikut : 
Pasal 50 ayat (3) huruf e : 
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang adalah pejabat 
pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang 





Pasal 78 ayat (7) : 
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
 Rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai 
berikut : 
1. Unsur barang siapa 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja Pelaku 
sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 
perbuatannya, subjek hukum ada dua yaitu badan hukum dan 
orang. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang 
perorangan yaitu terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago 
dan terdakwa II Anggo Bin Jiwa. Para terdakwa sudah dewasa 
serta sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya 
oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa 
sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai denga keterangan 
saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya  dengan demikian 
unsur delik barang siapa telah terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja memanen atau memungut hasil hutan di 
dalam hutan. 
Unsur dengan sengaja ini mempunyai maksud terdakwa 
mengetahui dan menghendaki. Berdasarkan “Teori Kesengajaan” 
ada tiga yakni sengaja sebagai niat atau maksud, sengaja sebagai 
kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan. Diperoleh fakta 
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bahwa Terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago dan 
terdakwa II Anggo Bin Jiwa dengan sengaja dan telah 
meranecanakan sebelumnya untuk mengolah, memungut hasil 
hutan yang termasuk dalam kawasan taman wisata alam Malino 
dengan cara terdakwa I memotong pohon Pinus yang telah 
tumbang dengan menggunakan mesin chain saw merek New West 
warna merah kemudian terdakwa II memegang tali selanjutnya 
kayu Pinus 2 (dua) batang dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 400 cm 
dan ukuran 4 cm x 12 cm x 400 cm diolah dengan cara dipotong 
menjadi balok dan papan. Melihat lokasi kejadian yang berada di 
dan peralatan yang digunakan oleh para terdakwa adalah peralatan 
modern yang sudah disiapkan sebelum kejadian memang telah 
direncanakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana 
illegal logging di kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino. 
Dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi. 
3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, 
diperoleh fakta bahwa benar terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng 
Bin Dg. Bago dan terdakwa II Anggo Bin Jiwa tidak memiliki izin 
dari pihak yang berwenang yakni Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam Sulawesi Selatan. Bahwa lahan yang dikerjakan oleh 
para terdakwa berdasarkan hasil penentuan titik koordinat yang 
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menggunakan alat berupa GPS (alat menentukan titik koordinat) 
dan sebuah peta, yang dimana titik koordinat berdasarkan alat GPS 
yaitu S.05°14’ 59,2”, E.119°51’49,5” dan S,05°14’ 59,3” 
E.119°51’50,1” dimana hasil penentuan titik koordinat tersebut 
kemudian diukur (diplot) ke dalam peta dan hasil pengukuran 
tersebut dapat diperoleh hasil bahwa lokasi yang dikerjakan 
terdakwa masuk dalam lokasi Kawasan Taman Wisata Alam yang 
dilindungi oleh Negara sehingga tidak boleh ada kegiatan 
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
didalam hutan tanpa izin dari pejabat berwenang. Hal  ini diperkuat 
dari keterangan ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan Peta 
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan yang 
masuk dalam kawasan hutan Taman Wisata Alam Malino. Dengan 
demikian unsur delik ini telah terpenuhi. 
4. Orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan. 
Terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago dan terdakwa II 
Anggo Bin Jiwa dengan sengaja secara bersama-sama telah 
mengolah, memungut hasil hutan yang termasuk dalam kawasan 
taman wisata alam Malino dengan cara terdakwa I memotong 
pohon pinus yang sudah tumbang dengan menggunakan chain saw 
Merek New West warna merah kemudian terdakwa II memegang 
tali selanjutnya kayu Pinus 2 (dua) batang dengan ukuran 8 cm x 
12 cm x 400 cm dan 4 cm x 12 cm x 400 cm selanjutnya pohon 
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Pinus tersebut diolah atau dipotong menjadi balok dan papan. 
Dengan demikian unsur delik ini telah terbukti/ terpenuhi. 
  Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas sudah 
memenuhi unsur delik dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan para 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memungut, memanen hasil 
hutan tanpa hak atau izin dari pihak berwenang” sesuai Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum : Kesatu Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) UU RI 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang 
ternyata tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun alasan pembenar, 
dan mereka terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
 Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 
78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah).    
Namun dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (tsepuluh) bulan dan denda 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika 
tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan, barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chain saw merek New West 
F 1003490907 warna merah dan 1 (satu) buah tas yang berisi kunci-kunci 
dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah parang, 3 (tiga) buah 
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jerigen dan 2 (dua) buah batang kayu olahan jenis pinus dengan ukuran 8 
x 12 x 400 cm sebanyak 1 (satu) batang, 4 x 12 x 400 cm sebanyak 1 
(satu) batang di rampas untuk dimusnahkan serta membebankan para 
terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah). 
2.   Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara Tindak 
Pidana    Illegal Logging di Kawasan Konservasi Hutan Malino 
 Putusan Hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam 
persidangan yaitu Hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. 
Keyakinan Hakim sebagai dasar dalam putusan Hakim memegang 
peranan penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun 
bukti yang diajukan dalam persidangan jika Hakim belum yakin dengan 
kesalahan terdakwa maka terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas. 
Sehingga itu keyakinan Hakim diletakkan pada tingkat teratas oleh 
pembuat undang-undang. 
 Dalam kasus tindak pidana illegal logging di Kawasan Konservasi 
Hutan Malino hakim telah memberikan beberapa pertimbangan dalam 
memutus perkara. Penulis mencoba menganalisis apakah pertimbangan 
hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku.  
a. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim 
menimbang bahwa motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana 
illegal logging  hanya untuk bertahan hidup dengan cara menjual hasil 
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olahan kayu pohon Pinus. Dan menebang kayu di kawasan hutan 
Taman Wisata Alam Malino bukan pekerjaan para terdakwa.  
Terdakwa I Haris Bago Dg. Sanneng Bin Dg. Bago berprofesi 
sebagai wiraswasta dan terdakwa II Anggo Bin Jiwa berprofesi sebagai 
petani.   
b. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana. 
Hakim mempertimbangkan riwayat hidup para terdakwa, bahwa 
para terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan para terdakwa 
adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan yakni 
anak dan istri. 
c. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
Hakim mempertimbangkan bahwa para terdakwa belum pernah di 
hukum sebelumnya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji 
untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. 
d. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana; 
Dalam pertimbangan Hakim sangat penting mengetahui pengaruh 
pidana terhadap masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana 
akan memberikan efek jera bagi para terdakwa sehingga tindak pidana 
dibidang kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di 
masa yang akan datang.   
e. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 
Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis di masyarakat 
bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa harus 
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mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah 
kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh 
masyarakat, khususnya dibidang kehutanan. Karena memerlukan 
waktu yang lama untuk memperbaharui ekosistem hutan.  
f. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. 
Hakim mempertimbangkan bahwa korban dalam kasus tindak 
pidana kehutanan adalah negara sehingga para terdakwa wajib 
mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap hutan 
negara. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda. 
g. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana. 
Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang 
telah disiapkan serta waktu dan tempat kejadian yang berada di 
pedalaman hutan. Perbuatan para terdakwa telah direncanakan 













3. Komentar Penulis 
  Terlepas dari pembahasan diatas, ada beberapa hal yang penulis 
anggap perlu untuk dikomentari yaitu: 
1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari 
apa yang ada dalam surat dakwaan saja, padahal seharusnya 
mengkaji lebih lanjut mengenai aturan tersebut. Dalam hal ini 
putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana 10 (sepuluh) bulan 
penjara sangat memberatkan bagi terdakwa yang hanya menebang 
2 (dua) batang kayu pohon Pinus. Hakim juga tidak 
mempertimbangkan bahwa para terdakwa adalah penduduk lokal 
(masyarakat yang mendiami suatu tempat secara turun-temurun) 
yang juga memilik hak untuk mengelola hasil hutan selama tidak 
merusak ekosistem hutan. 
2. Ketidakjelasan mengenai Undang-undang Kehutanan menyangkut 
apa yang di maksud “Illegal Logging”, ironisnya ketika masyarakat 
lokal yang mengambil kayu dari hutan konservasi hutan lindung 
dan hutan produksi untuk bertahan hidup disamakan dengan orang 
atau badan hukum swasta yang melakukan pencurian kayu secara 
besar-besaran. Selain itu, banyak tindak pidana yang ada dibagian 
kehutanan, seperti penambangan dalam hutan, perambahan hutan, 
penebangan dan sebagainya.  
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BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis 
menarik sebuah kesimpulan, bahwa: 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana illegal 
Logging yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Perbuatan 
para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh 
penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara : PDM-
15/ Sunggu/ Ep.1/ 02/ 2012, yaitu melakukan, menyuruh melakukan, 
atau turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin dari 
pejabat yang berwenang. 
2. Adapun pertimbangan hukum hakim juga sudah tepat. Secara yuridis 
para terdakwa secara sengaja menebang pohon dan tidak dapat 
memperlihatkan bukti kepemilikan hak atau surat izin dari petugas 
yang berwenang di wilayah kawasan hutan Taman Wisata Alam 
Malino. Dalam kasus ini hendaknya Hakim dapat lebih 
mempertimbangkan kerugian yang timbulkan terhadap negara adalah 
2 batang pohon dan efek sosiologisnya terhadap masyarakat sehingga 






Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang 
kehutanan agar ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak 
begitu memberikan keadilan bagi masyarakat. 
2. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas 
illegal Logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di 
kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat 
terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu 
berasal dari hutan. 
3. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada 
masyarakat tentang jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan 
hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem 
hutan. 
4. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperketat proses 
perizinan pengolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat 
dicegah untuk menjaga kelestarian hutan di masa yang akan 
datang. 
5. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya dapat lebih bijak 
menghadapi kasus-kasus ringan dan lebih mempertimbangkan 
aspek sosiologis masyarakat. Penulis berharap penegak hukum 
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